BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Hukum Pidana Ekonomi merupakan fungsionalisasi asas-asas, teori-teori,
kelembagaan, dan sistem sanksi hukum pidana untuk menegakkan norma
hukum ekonomi. Norma perilaku yang diancam dengan sanksi pidana
pada umumnya dirumuskan dalam perundang-undangan ekonomi
administratif, oleh karenanya hukum dalam hal ini hukum pidana lebih
bersifat sebagai sanctie recht. Sebagai administrative criminal law hukum
ekonomi juga memiliki mekanisme dan sistem penegakan normanya
sebagaimana yang berlaku dalam hukum administrasi sehingga sistem
sanksi pidana bukan merupakan satu-satunya akan tetapi hanya
merupakan salah satu saja sarana dan mekanisme penegakan norma
hukum ekonomi. Sebagai konsekwensi logis dari hal tersebut maka
fungsionalisasi hukum pidana dalam sistem hukum pidana ekonomi harus
memperhatikan beberapa prinsip pokok yaitu: rasionalitas sebagai suatu
kebijakan, sifatnya ultimum remedium, dan digunakan dalam pendekatan
integratif baik menyangkut prosedur, penegakan, maupun sistem
sanksinya.
Kejahatan ekonomi yang kemudian dirumuskan sebagai tindak pidana

ekonomi sebenarnya merupakan jenis kejahatan baru yang muncul dan



berkembang pada tahun 1940an. Kejahatan ekonomi ini tumbuh sangat
pesat sejalan dengan kepasatan pertumbungan ekonomi dan
pembangunan, sehingga dampaknya dapat bersifat sangat masif dan luas
dan bahkan dapat membahayakan sendi-sendi perekonomian dan
kedaulatan negara. Antisipasi hukum terhadap perkembangan kejahatan
ekonomi ini dimulai awal muncul dan berkembangnya kejahatan tersebut
dengan menerbitkan berbagai peraturan perundang-undangan hukum
pidana yang tersebar sektoral dan fragmentaris. Luasnya ruang lingkup
kejahatan ekonomi menuntut dikeluarkannnya berbagai perundang-
undangan ekonomi dengan sanksi pidana. Dalam perkembangannya untuk
alasan kesatuan hukum dan alasan praktis dalam penegakan hukum di
Belanda seluruh perundang-undangan ekonomi yang memiliki sanksi
pidana tersebut disatukan dalam satu sistem hukum pidana ekonomi
dalam Wet op de Economische Delicten (WED) tahun 1950. Kebijakan
legislatif Belanda tersebut ternyata diikuti oleh pemerintah Indonesia
dengan “menterjemahkan” WED 1950 tersebut dan memberlakukan di
Indonesia melalui Undang-Undang No. 7 Drt 1955 (UUTPE 1955). Sejak
saat itu Indonesia memiliki sistem hukum pidana ekonomi. Akan tetapi
dalam perkembangannyya ternyata kebijakan tersebut hanya diikuti
secara konsisten sampai dengan tahun 1962. Setelah itu berlaku kebijakan

legislatif untuk mengatur sistem hukum pidana ekonomi secara



fragmentaris pada setiap perundang-undangan ekonomi sektoral. Dengan
demikian maka sistem hukum pidana pada setiap perundang-undangan
ekonomi berbeda baik substansinya, ruang lingkupnya, maupun teknik
perumusannya. Dalam penelitian ini diketemukan fakta bahwa sistem
hukum pidana ekonomi dalam UUTPE 1955 hanya berlaku untuk 2 hal,
yakni penyalahgunaan pupuk bersubsidi dan penyalahgunaan alkohol.
Dalam penelitian ini tidak dapat ditemukan alasan yang melatarbelakangi
perubahan kebijakan legislatif tersebut. Secara akademik perubahan
kebijakan legislatif tersebut juga tidak memiliki alasan logis yang
memadai. Sebagai perbandingan di Belanda WED 1950 tetap
dipertahankan bahkan juga diberlakukan  untuk lebih dari seratus
perundang-undangan yang baru. WED 1950 di Belanda bahkan menjadi
semacam “aturan umum hukum pidana khusus”.

. Perkembangan hukum pidana ekonomi Indonesia, dari yang sistematis
menjadi fragmentaris, secara substansial justru melemahkan kedudukan
hukum pidana ekonomi sebagai hukum pidana khusus. Kejahatan ekonomi
secara kriminologis memiliki karakteristik sebagai white collar crime, yang
seringkali bersifat sedemikian rupa sehingga sulit dibedakan dengan
kegiatan sosial ekonomi yang sah. Pelaku white collar crime pada
umumnya memiliki kedudukan sosial ekonomi tinggi dan terhormat di

masyarakat. Disamping itu juga bersifat organized, transnational,



profesional, hight-tech, untuk economic crime: plus corporate. Sebagai
akibatnya maka kejahatan ekonomi memerlukan penanganan atau
pengendalian secara khusus dari aparatur hukum. Sesuai prinsip kebijakan
kriminal dimana spesial crime needs special tools. Special tools yang
dimaksud disini adalah hukum pidana khusus, yang menyimpang dari
asas-asas atau prinsip-prinsip hukum pidana umum karena adanya
kebutuhan khusus berkautan dengan karakteristik dari kejahatan ekonomi
sebagai white colllar crime.

Secara prinsip dan normatif di Indonesia penyimpangan tersebut
dimungkinkan berdasarkan Pasal 103 KUHP dan Pasal 284 KUHAP.
Beberapa ketentuan aturan khusus dalam UUTPE 1955 yang menyimpang
dari KUHP dan KUHAP adalah tentang: [1] perluasan wilayah berlakunya
UUTPE, [2] Perluasan pertanggungjawaban pembantu, [3] Perluasan
pertanggungjawaban percobaaan, [4] Perumusan maksimal pidana denda
yang fleksibel, [5] Penyimpangan terhadap pengaturan hukuman
tambahan, [6] Perumusan tindakan tata tertib, [7] Perluasan Badan
Hukum sebagai subyek tindak pidana, [8] Peradilan in absentia, [9]
Tindakan tata tertib sementara dalam proses penyidikan dan penuntutan,
[10] Pembentukan Pengadilan Ekonomi, [11] di WED 1950 yang tidak
diberlakukan di UUTPE 1955: schikking. Hampir seluruh ketentuan hukum

pidana khusus untuk tindak pidana ekonomi tersebut tidak pernah



dirumuskan dalam perundang-undangan ekonomi sejak tahun 1963,
dengan beberapa pengecualian: [1] perluasan wilayah berlaku UU RI
dalam UU 11/2008 tentang ITE, [2] pengadilan in absentia, khusus untuk
Tipikor, [3] untuk pertangungjawab badan hukum pada umumnya
dirumuskan dengan substansi dan redaksi yang berbeda-beda yang justru
menunjukkan ketidakkonsistenan karena seringkali dirumuskan tidak
tuntas, tidak lengkap, dan tidak utuh baik menyangkut istilah, kriteria,
prosedur maupun sistem sanksinya.

Perubahan kebijakan legislatif tersebut sangat disayangkan karena
menyebabkan tidak lagi ada sistem hukum pidana ekonomi Indonesia,
disamping menyebabkan kelemahan hukum pidana ekonomi sebagai
hukum pidana khusus. Karena tidak mengatur hal-hal yang bersifat khusus
maka perundang-undangan ekonomi yang tersebar tersebut kehilangan
maknanya sebagai hukum pidana khusus dan hanya menjadi hukum
pidana di luar kodifikasi saja. Akibat lainnya menyebabkan disparitas
penanganan terhadap perbuatan yang pada prinsipnya sama, misalnya
untuk penyalahgunaan pupuk bersubsidi dikenakan UUTPE 1955, untuk
penyalahgunaan bahan bakar meninyak bersubsidi akan dikenakan UU
Migas, dan penyalahgunaan beras bersubsidi aakan dikenakan UU Tipikor.
Ketiga undang-undang tersebut memiliki sistem sanski dan bobot sanksi

pidana yang sangat berbeda.



3. Dalam membangun sistem hukum pidana ekonomi yang akan datang (ius
constituandum) tidak ada alasan untuk melanjutkan kebijakan legislatif
yang fragmentaris. Yang harus dibangun adalah sistem hulum pidana
ekonomi yang integral, modern, menjamin keadilan dan kepastian hukum.
Sistem hukum pidana ekonomi ius constituendum tetap harus berada di
luar kodifikasi sebagai konsekwensi dari sifatnya sebagai hukum pidana
khusus. Modelnya dapat seperti UUTPE 1955 akan tetapi dengan
pembaharuan substansial pada beberapa hal baik yang menyangkut aspek
hukum materiil maupun hukum formil.

Sistem sanksi pidananya harus bersifat intergratif memperhitungkan
sistem sanksi hukum administrasi bahkan mekanisme bisnis, serta
mengkombinasikan dua tujuan pemidanaan sekaligus yakni keadilan dan
kegunaan. Pada bidang sistem sanksi pidana harus dibangun sistem sanksi
yang dapat mengakomodasi alternatif-alternatif sanksi pidana yang
modern yakni: makin manusiawi, makin ringan, tetapi makin efektif.
Deinstitusionalisasi pidana harus menjadi prioritas, sebagaimana penelitian
ini juga menemukan (Braithwaite) bahwa pidana noninstitusional ternyata
lebih efektif dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana
ekonomi. Pencelaan (shaming) selalu diperlukan dalam proses

pemidanaan akan tetapi harus diikuti proses reintegrasi setelahnya.



Kejahatan ekonomi hampir selaku dilandasi motif ekonomi, oleh karena itu
sistem sanksi yang dibangun harus memungkinkan untuk mencegah
dan/atau mengembalikan kerugian dan kerusakan akibat kerakusan
ekonomi tersebut. Sistem sanksi denda yang rigid tidak cocok dan harus
diganti dengan sistem denda maksimal yang fleksibel. Sanksi ganti
kerugian dan perampasan keuntungan harus lebih ditonjolkan dalam
perumusannnya. Pendekatan ekonomi terhadap hukum pidana penting
untuk diterapkan agar dapat tercipta sistem hukum pidana ekonomi yang
optimal.

. Pada aspek hukum acara pidana perlu dilakukan pembaharuan yang
bersifat radikal dengan mengatur kemungkinan untuk melakukan
penyelesaian perkara tindak pidana ekonomi di luar pengadilan. Landasan
pemikiran ini adalah bahwa stigmatisasi hukum pidana bukan hanya
muncul karena penjatuhan sanksi akan tercapai justru telah dimulai sejak
dilaksanakannya tindakan-tindakan hukum acara pidana. Di samping itu
tindak pidana ekonomi memerlukan tindakan yang sangat cepat sehingga
proses di pengadilan berpotensi menyebabkan tertundanya penyelesaian
yang tuntas.

Diversi sebagai upaya mengeluarkan penyelesaian perkara pidana dari
proses pengadilan harus dirumuskan sesuai dengan karakteristik

kejahatan ekonomi. Aparat penegak hukum seperti penyidik dan jaksa



penuntut diberi wewenang untuk melakukan diversi. Dengan proses
penyelesaian di luar pengadilan terbuka luas peluang untuk memperoleh
penyelesaian yang lebih utuh, restoratif, dan memenuhi kepentingan
berbagai pihak termasuk korban. Proses penyelesaian di luar pengadilan
juga memungkinkan keterlibatan dan partisipasi seluruh stakeholders.

5. Sistem sanksi dan sistem penegakan sebagaimana diusulkan sevagai /us
constitutum tersebut jelas akan membawa hukum pidana ekonomi yang
lebih manusiawi, akan tetapi tidak mengabaikan efisisensi dan
efektifitasnya sebagai salah satu sarana kebijakan. Sistem hukum pidana
ekonomi yang lebih manusiwi jelas sejalan dengan nilai-nilai Pancasila

sebagai fondasi dan arah pembangunan hukum Indonesia.

B. Rekomendasi
1. Melakukan perubahan kebijakan legislatif pembaharuan hukum pidana

ekonomi dari yang sifatnya fragmentaris untuk setiap perundang-
undangan ekonomi menjadi kebijakan yang sistematis dengan
membangun sistem hukum pidana ekonomi yang integratif dalam suatu
undang-undang hukum pidana ekonomi yang utuh. Untuk menjaga
sistematikanya dalam undang-undang sistem hukum pidana ekonomi yang
baru harus menjangkau pula perundang-undangan ekonomi yang dibuat

setelahnya.



2. Undang-undang sistem hukum pidana ekonomi yang dibangun tersebut
harus menerapkan beberapa prinsip penting yakni bersifat integratif dan
menganut keseimbangan antara: sarana hukum dan ekonomi, sarana
penal dan nonpenal, sarana pidana dan tindakan, pertimbangan efektivitas
dan efisiensi, institusionalisasi dan deinstitusionalisasi pidana.

3. Undang-undang sistem hukum pidana ekonomi yang dibangun harus
bersifat modern dengan membuka kemungkinan penyelesaian tindak
pidana ekonomi di luar pengadilan yang membuka peluang untuk

memperoleh penyelesaian yang restoratif dan utuh.
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